PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR {57! TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN

HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN

Menimbang

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah
diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
telah dibentuk Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Barat;

bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kerja pelayanan
kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan
klinik hewan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat,
maka Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan
Hewan, Kesehatann Masyarakat Veteriner dan Klinik
Hewan Provinsi Kalimantan Barat yang telah dibentuk
dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017,
perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat
Veteriner, dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat;
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Mengingat

.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undarg Dasar Negara &
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik -
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 - tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan : o
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~ -

1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Repubhk -
Indonesia Nomor 2824);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun -2009' . teﬁ'tang._

Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang- Undang ‘Nomor 18

Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan = T

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 338, Tambahan Lembaran - Negara Repubhk o

Indonesia Nomor 5619},

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ap al‘atur_':"___:_ .. =
Sipil Negara (Lembaran Negara - Repubhk Indsnesmi el i
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan- Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 - Tahun - 2014 ‘tentang;"-;fj"-'_.;
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republﬂ{ﬁ-'-
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran ~ = .
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagalmanazi ;
telah diubah beberapa  kali dan ‘i:erakhlr c{engan“-: B e
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ientazw Cipta’ =~
Kerja (Lembaran Negara Repubhk Indonesw. Tahun 20200 o
Nomor 245, Tambahan - Lembaran - Negara Repub11k_f'_gfz:j- R

Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentanwg__:;-lf'.:-.
Kesehatan Masyarakat Veteriner da,n Kesejahteraanf:f. e
Hewan (Lembaran Negara Republik: Indonema Tahun'-'_'._'-_:
2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran: Nega&a Repubhk g

Indonesia Nomor 5356);

Peraturan Pemerintah Nomor 4-’7 lahun 2014 tentang;f;.i_:'_'_:j
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakli Hewan. .= ...
{Lembaran Negala Republik Indonesia - Tahun 2014
Nomor 130, Tambahan Lfembaran Negara Repubhk-”.'fjf'_"'rj B

Indonesia Nomor 5543);
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Menetapkan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ‘temtangi‘ i
Perangkat Daerah (Lembaran Nega:ta Republik Indcmeaa i

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lem’baran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebaommana telah |
diubah dengan Peraturan Pernerinitah. Nomor 72. Tahun__ o

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemetintah -

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peiangkat Daerah :
(Lembaran Negara Republik - Indonesia  Tahun 2019_-_.---- SE
Nomor 187, Tambahan . Lembaran Negara Repubhkff R

Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 201’7 tentang;__-'_; gt
Otoritas Veteriner {Lembaran Negara Repubhk Indonesia SRS AR
Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negaraf Fas e -

Republik Indonesia Nomor 6019); . _
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahutn 2(}17'

tentang Pedoman Pembentukan dan Klaszﬁkam Cabang_-i__" e
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Eerlta Negala...--_ e S

Republik Indonesia Tahun- 2017 Nomor 45 1);.

12, Peraturan Daerah Nomor '8 Tahun 2016 ‘tentaﬂg"_-"_ S
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov:tnsy’"_ e
Kalimantan .- Barat (Lembaram “Daerah - Pr ovinsi -
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nome:r 8, Tambahan’- e P
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
sebagaimana telah diubah’ bebezapakalz dan” terakhlr
dengan Peratman Daerah Nemor 5 ’I‘ahun 2021 tentangs- e

Tahun 2016 tentang - Pmnbentukan dan Susunan-f.'_f j:;;:-

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembat‘anf
Daerah Provinsi Kalimantan Bamt Tahun 2021 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah Pl ovmm Kahmantan:: : e i

Barat Nomor 5);

13. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentangi"f:": i

Kedudukan, Susunan Orgamsas1 Tugas dan’ Fungsi -
serta Tata Kerja Dinas Pérkebunan dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Pr{)wnsz"'-“
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 56) '

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR. TENTANG PERUBAHAN ATAS o

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG ~ PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA' TATA KERJA ~UNIT
PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN HEWAN,

KESEHATAN ~MASYARAKAT - VETERINER DAN KL{NIK-’_[_3-’-'-'.j’_f5*'

HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
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Pasal ]

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan,  Kesehatan SR
Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimaritan Barat (Berita =
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 86}, diubah sebagai '
berikut : '

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai bertkut :
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. _ o

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur_-_penyéleriggara_ L
Pemerintahan  Daerah yang memimpin pelaksanaan ‘urusan -
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pr ovinsi Kahmantan Ba& at

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

4. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provmsa Kahmaman BN
Barat.,

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Petemakan =
Provinsi Kalimantan Barat.

6. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan I—Ie'war'i, Keseha‘can" '_ o
Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan yang selanjutnya: dlsebut UP’I"-- S
Pelayanan Kesechatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan R
Klinik Hewan adalah unit teknis operasional yang me}aksaﬁakan"_'{-. .
kegiatan teknis tertentu dibidang pelayanan- kesehatan hewan
kesehatan masyarakat veteriner dan klinik hewan: |

7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelayanan. Kesehatan Hewan B
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provm& Kahmantan‘ SRR I
el et R

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjuinya dzsmgka‘t ASN adalah pTOfes;_'-_f‘”l_“?_"--""_ il
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pEIjal’i_}Ial‘l o
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. . o

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yvang Selanjutlwa dlsebut Pegawal ASN". :
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawalaﬂ dan’ d1serahz:_'-_"'-__-_":_"é-'-'___
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi'tugas negara: SRS R
lainya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-«undaﬂgan |

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dzsmgkat PNS adaiah warga:f. 'f; :
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dlangkat Sebagal & AE '-
Pegawal ASN secara tetap oleh pejabat pembma kepegawman untuk"{l_ SHR
menduduki jabatan pemerintahan. S '

11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang bensz fungs1 danfﬁ'ﬁ :
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta admmis‘traSi R P
pemerintahan dan pembangunan. o ' oy
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

-5.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan

Administrasi pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.

Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan
perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, =
pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; penolakan’ |
penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan

peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan ygng S
berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara Iangsung

atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan produk: :

hewan dan penyakit hewan.

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebag1an dall'-'_.
siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baﬂ«: yamg

dipelihara maupun yang di habitatnya.

Hewan peliharaan adalah hewan yang 1<eh1dupannya un‘tuk sebaglan -  T
atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu: 0

Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya d1peruntui<:kaﬂ
sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasﬂ_' S

ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada 'hewg}ﬂ' yang én’téra s

lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratzf gangguan
metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan” 11'1%‘@1{81-_"."-_ SRe
mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan ﬂcketsza B

Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dam hewan kepada e

manusia atau sebaliknya.

Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal da‘i“i hewan yang E
masih segar dan/atau telah diolah atau dzproses untuk keperluanf S

konsumsi, farmakosetika, pertanian dan/atau kegunaan 1a1n bag1 Lo

pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebaga'i berikut S |

(1)

Pasal 6

Susunan Organisasi UPT Pelayanan Kesehatan Héﬁvaﬁ,”; 'Ke'sél.iéiéﬁ'i’

Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan sebagaimana d1maksud dalam e

Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
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a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha; : -

c. Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Klinik -Heﬁirein" daﬁ : s

d. Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veterlraer dan Informam o

Veteriner;

(2) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan“_'
Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan sebagaimana tercantum dalam: HORE FEAREIRE
lampiran yang merupakan bagian tidak telplsahkan dali Peratutsan":_}_'i_- o

Gubernur ini.

Ketentuan Bagian Ketujuh dan Pasal 15 diubah, sehmgga ’belbunm sebageu .
berilut ; :

Bagian Ketujuh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional- s

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fuﬁgéional berkedudukan - 51 : bawah Cfan

bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat P;mpman ’I‘mg

Pejabat  Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memzhki'..f._é'_'--; _
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsmnal be1 dasarkan-:_f;_'-_ R

jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

(2) Kelompol Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan’ pelayanan._:_'_ﬁj_:
fungsional yang berdasarkan keahlian  -dan: keterampﬂan sesuzu S

ketentuan peraturan perundang undangem

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional dltetapkan sesueu ketentuanf-_'ﬂ';':':.f'_: 

peraturan perundang-undangan.

Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 {satu) Pasal yakm ‘Pasal 18A
sehingga berbunyi sebagai berikut : '

Pasal 18A

(1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Admlmstram k:e dalam" .

Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelak:sana 'I‘ekms dﬁakukan_"i

setelah mendapat penetapan atau persetujuan daﬂ kementeuan terkalt{-‘{{_;;-'-_'”__;"

sesuai ketentuan peraturan perundang~undang&n

{2) Bagi Unit Pelaksana Teknis yang dilalkukan penyetaraan maupun'_!._f; -
penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungszonal
dapat ditetapkan Koordinator Kelompok. Jabatan Fungsional dengan

Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis: sesuau ketenman peratu_ran.{_'_:"-'::
perundang-undangan. SRS :

(3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas . ‘i:ambahan ser ta pengelolaan

kegiatan Koordinator Keélompok Jabatan Fungswnai Sebagalmana'

dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lan;ut dengan Kepu‘tusan Kepala

Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan perundangm-e._ g e

undangan.

KARD PERANGRAT BARRAM | ooy | - mp i Q
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5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 22

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam
kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan
dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab di Bidang Organisasi.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT Pelayanan
Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
Provinsi Kalimantan Barat, tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum
ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal & D& 2oz

ﬁ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 4

V'L SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak

pada tanggal o Dngl

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

e
FEY £ .3
FEY dod

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021 ' .
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 86 TAHUN- :_ S
2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS E)AN'--_' el
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS _ PELAYANAN T
KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK
HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA UPT

SUR BAGIAN
TATAUSAHA .

SEKSI . USEKSI IS RO
LABORATORIUM KESEHATAN LABORATORIUM. KDSI‘HA’I‘AN RS B
HEWAN DAN KLINIK HEWAN MASYARAKAT VETERINER |

DAN .‘ENFGRMASE VETERINPR

_» GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,& -

AsutaRMmOr




